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I. UMUM 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik mengatur bahwa Komisi Informasi bertugas dan berfungsi 

untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan 

petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan 

sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. 

Anggota Komisi Informasi adalah anggota Komisi Informasi Pusat, 

anggota Komisi Informasi Provinsi, dan anggota Komisi Informasi 

Kabupaten/Kota. Anggota Komisi Informasi dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya wajib bersikap independen, memiliki integritas, adil dan 

bijaksana sebagai penilaian kinerja kepada masyarakat. Sehingga 

diperlukan aturan yang lebih rinci untuk dapat menjalankan tugas dan 

fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

  Cukup jelas 
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Pasal 2 

  Cukup jelas 

 

Pasal 3 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 9  

  Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

  Cukup jelas. 

 

Pasalm13 

  Cukup jelas. 
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Pasal 14 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Cukup jelas. 
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